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ABSTRAK 

 

Nama : BAYU HIDAYATULLOH 

NIM : 202010110311156 

Judul : IMPLIKASI HUKUM PERJANJIAN 

TERAPEUTIK ANTARA DOKTER 

KECANTIKAN DAN PASIEN DALAM 

PERSPEKTIF KUHPERDATA 

Pembimbing : H. Wasis, SH., M.Si, M.Hum 

Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH 

Penelitian ini membahas implikasi hukum perjanjian terapeutik antara 

dokter kecantikan dan pasien dalam perspektif hukum perdata. Latar 

belakang penelitian berangkat dari pesatnya perkembangan industri 

estetika di Indonesia yang menimbulkan kebutuhan akan kepastian 

hukum dan perlindungan bagi pasien. Perjanjian terapeutik dipahami 

sebagai hubungan kontraktual yang lahir dari kesepakatan antara dokter 

dan pasien, serta tunduk pada asas hukum perjanjian dalam KUHPerdata, 

yaitu asas konsensualisme, kebebasan berkontrak, itikad baik, dan 

keseimbangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis 

normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta 

analisis terhadap putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penerapan asas hukum perjanjian dalam praktik 

estetika sering kali menghadapi ketidakseimbangan posisi hukum antara 

dokter dan pasien. Pasien berada dalam kondisi rentan karena 

keterbatasan pemahaman terhadap risiko medis, sehingga asas 

keseimbangan dan itikad baik menjadi sangat penting untuk menjamin 

perlindungan hukum. Selain itu, norma hukum kesehatan melalui 

KUHPerdata, UU Praktik Kedokteran, UU Kesehatan, Permenkes 

tentang Klinik, dan Kode Etik Kedokteran menegaskan kedudukan serta 

tanggung jawab hukum dokter. Dokter wajib memiliki kompetensi, izin 

praktik, serta menjalankan prosedur sesuai standar profesi. Apabila 

terjadi pelanggaran, dokter dapat dimintai pertanggungjawaban secara 

perdata, pidana, maupun administratif. Dengan demikian, penelitian ini 

menegaskan bahwa perjanjian terapeutik dalam praktik estetika bukan 

hanya dokumen formal, melainkan instrumen akuntabilitas yang 

menjamin kepastian hukum bagi tenaga medis sekaligus perlindungan 

bagi pasien. 

Kata Kunci: Perjanjian Terapeutik; Dokter Kecantikan; Pasien; Asas 

Hukum Perjanjian; KUHPerdata; Norma Hukum Kesehatan; Tanggung 

Jawab Hukum 
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ABSTRACT 

Name : BAYU HIDAYATULLOH 

NIM : 202010110311156 

Title : LEGAL IMPLICATIONS OF THERAPEUTIC 

AGREEMENTS BETWEEN AESTHETIC 

DOCTORS AND PATIENTS IN THE 

PERSPECTIVE OF CIVIL LAW 

Mentor : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH 

H. Wasis, SH., M.Si, M.Hum 

 

 

This research examines the legal implications of therapeutic agreements 

between aesthetic doctors and patients from the perspective of civil law. 

The background of the study arises from the rapid growth of the beauty 

industry in Indonesia, which creates a demand for legal certainty and 

patient protection. A therapeutic agreement is understood as a 

contractual relationship born from the consent between doctor and 

patient, and it is subject to the principles of contract law under the 

Indonesian Civil Code (KUHPerdata), namely the principles of 

consensualism, freedom of contract, good faith, and balance. The 

research method applied is normative juridical with statutory and 

conceptual approaches, supported by analysis of relevant court 

decisions. The findings show that the application of contract law 

principles in aesthetic practice often encounters an imbalance of legal 

positions between doctors and patients. Patients are in a vulnerable 

condition due to limited understanding of medical risks, making the 

principles of balance and good faith essential to ensure legal protection. 

Furthermore, health law norms through the Civil Code, the Medical 

Practice Act, the Health Act, the Ministry of Health Regulation on 

Clinics, and the Indonesian Medical Code of Ethics emphasize the legal 

position and responsibilities of doctors. Doctors are required to possess 

competence, valid practice licenses, and to carry out procedures in 

accordance with professional standards. In cases of violation, doctors 

may be held liable under civil, criminal, or administrative law. Thus, this 

study affirms that therapeutic agreements in aesthetic practice are not 

merely formal documents but serve as accountability instruments that 

guarantee legal certainty for medical professionals and protection for 

patients. 

Keywords: Therapeutic Agreement; Aesthetic Doctor; Patient; 

Principles of Contract Law; Civil Code; Health Law Norms; Legal 

Liability 
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